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ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat
kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskannya sebagai berikut “Seberapa
besar Pengaruh Pengendalian Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di Pusat
kesehatan masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung”.

Untuk menganalisis masalah yang diteliti, peneliti mengajukan teori pengendalian
dari Anthony dan Govindarajan, berdasarkan proses-proses pengendalian yaitu, pelacak
(detector), penilai (assesor), dan umpan balik (effector). Sedangkan teori kualitas pelayanan
digunakan dari Fitzsimmons dalam Sedarmayanti berdasarkan lima dimensi yaitu, fangible
(berwujud), reliability (keandalan), responsiveness (tanggung jawab), assurance (jaminan),
dan emphaty (perhatian). Metode penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif
Analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar di Pusat kesehatan masyarakat
Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Hasil ini dibuktikan dengan
variabel pengaruh pengendalian oleh Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Banjaran Kota
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung berdasarkan proses-proses pengendalian secara
keseluruhan berada pada kondisi “cukup baik”. Demikian juga kualitas pelayanan kesehatan
dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
secara keseluruhan berada pada kondisi “cukup baik”.

Kata Kunci: Pengendalian, Kualitas Pelayanan dan Kesehatan Dasar

ABSTRACT

The problem in this study is the Quality of Basic Health Services at the Banjaran
City Community Health Center, Banjaran District, Bandung Regency. Based on these
problems, the researcher formulated it as follows "How big is the Influence of Control on
the Quality of Basic Health Services in the Banjaran City Public Health Center Banjaran
District, Bandung Regency”.

To analyze the problem under study, researchers propose a control theory from
Anthony and Govindarajan, based on control processes, namely, a tracker, a assessor, and

JURNAL SOSPOL Volume XXII No 2 Desember 2017 1



an effector. While the theory of service quality is used from Fitzsimmons in Sedarmayanti
based on five dimensions namely, tangible, reliability, responsiveness, assurance, and
empathy. The research method used is Descriptive Analysis method.

The results showed that control had a positive and significant effect on the quality of
basic health services in the Banjaran City Public Health Center, Banjaran District, Bandung
Regency. This result is evidenced by the variable influence of control by the Head of the
Banjaran City Community Health Center Banjaran District, Bandung Regency based on the
overall control processes in the condition of "good enough". Likewise the quality of the basic
health services of the Banjaran City Community Health Center Banjaran District, Bandung
Regency as a whole are in a "fairly good" condition.

Keywords: Control, Quality of Service and Basic Health

1. PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan masyarakat
bertujuan untuk meningkatkan kesehatan
dan mencegah penyakit dengan sasaran
utamanya adalah masyarakat. Karena
menyangkut kepentingan masyarakat
banyak, maka peranan pemerintah dalam
pelayanan kesehatan
masyarakat mempunyai bagian atau porsi
yang besar. Namun akibat keterbatasan
sumber daya pemerintah, maka potensi
masyarakat perlu digali atau
diikutsertakan dalam upaya pelayanan
kesehatan masyarakat.

Pembangunan Kesehatan
Masyarakat di  tingkat Kabupaten
Bandung dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan dengan Pusat Keschatan
Masyarakat sebagai unit pelaksana
teknisnya. Sesuai dengan kedudukannya
Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan
peran sebagai Pusat Pembangunan
Keschatan Masyarakat di satu wilayah
kerja dengan melaksanakan sebahagian
tugas Dinas Keschatan Kabupaten
Bandung dalam pembangunan kesehatan
masyarakat. Dalam melaksanakan tugas
Pusat Kesehatan Masyarakat berfungsi
dalam pemberdayaan masyarakat,
penggerakan masyarakat, mendorong
pembangunan berwawasan kesehatan,
Memantau masalah kesehatan masyarakat

dan memberikan pelayanan kesehatan
dasar. Apabila memperhatikan peran,
tugas dan fungsi Pusat Kesehatan
Masyarakat sudah seharusnya Pusat
Kesehatan  Masyarakat mendapatkan
perhatian khusus dalam pembangunan
ketahanan nasional bidang kesehatan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
merupakan Dinas Otonomi Daerah yang
secara struktur sepenuhnya berada dalam
kewenangan Pemerintah Daerah,
sedangkan hubungan dengan Dinas
Kesehatan Propinsi adalah merupakan
hubungan kerja fungsional, sehingga
tugas—tugas  bantuan  (dekonsentrasi)
dibidang kesehatan ditingkat Kabupaten
dapat Dberjalan sesuai dengan yang
diharapkan.  Hasil  observasi  awal
memperlihatkan data mengenai kualitas
pelayanan kesehatan dasar di Wilayah
Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan ~ Masyarakat ~ Kecamatan
Banjaran Kabupaten Bandung tahun 2016
belum berjalan dengan baik. Berdasarkan
temuan di lapangan yang memperlihatkan
rendahnya pelayanan di Unit Pelayanan
Teknis  Daerah  Pusat  Kesehatan
Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan
Banjaran Kabupaten Bandung adalah
sebagai berikut: Tidak memberikan
kenyamanan di ruang pelayanan dan
ruang tunggu (tidak representatif atau
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sempit),Prosedur
diberikan pada pasien tidak memuaskan
atau berbelit-belit, Tidak tanggap atas

pelayanan yang

keluhan pasien tentang antrian yang
terbatas  (melebihi  pintu  keluar),
Penarikan tarif biaya tidak sesuai dengan
kualitas layanan yang diberikan. Tidak
memberikan kemudahan pelayanan dalam
akses pelayanan kesehatan.

Dalam penelitian ini banyak faktor
yang mempengaruhinya, namun penulis
mencoba mengaplikasikan melalui konsep
pengendalian. Karena pengendalian di
dalamnya selain terdapat tindakan
pengawasan juga terdapat tindakan
korektif  atau
pengendalian yang dilakukan oleh Pusat
Kesehatan Masyarakat Banjaran Kota

perbaikan.  Adapun

Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung
diaplikasikan melalui pelacak (detector),
penilai (assesor), dan umpan Dbalik
(effector) sechingga diharapkan dapat
meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan dasar di wilayah kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Banjaran Kota Kecamatan
Banjaran Kabupaten Bandung melalui
(berwujud),
(keandalan), responsiveness (tanggung

tangible reliability
jawab), assurance (jaminan), emphaty
(perhatian). Hal tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam Undang-
Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992
dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2014 Tentang Jaminan Kesehatan di
Kabupaten Bandung.

2, TINJAUAN TEORI

2.1. Pengertian Pengendalian
Pengendalian menurut Earl P.

Strong dalam Hasibuan (2001: 241)

bahwa: ”Proses pengaturan berbagai

faktor dalam perusahaan, agar

pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-
ketetapan dalam rencana”. Sejalan dengan
itu Harold Koontz dalam Hasibuan (2004:
242) bahwa: “Pengendalian adalah
pengukuran dan perbaikan terhadap
pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-
rencana yang telah dibuat untuk mencapai
perusahaan dapat
terselenggara”. Lain halnya konsep yang
dideskripsikan  oleh  Terry (dalam
2008:24)
bahwa: “Pengendalian adalah suatu proses

tujuan-tujuan

Hasibuan, mengemukakan
penentuan apa yang harus dicapai yaitu
standar, apa yang sedang dilakukan yaitu
pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila
perlu  melakukan perbaikan, sehingga
pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu
selaras dan standar.

Demikian pula Suadi (2001: 3)
mengemukakan bahwa: ‘“Pengendalian
adalah proses untuk membuat sebuah
organisasi mencapai tujuannya”.
Sedangkan Hanafi (1997: 447)
mengemukakan bahwa: “Pengendalian
adalah usaha sistemik untuk menetapkan
standar  prestasi  tertentu  dengan
merencanakan mendesain sistem umpan
balik informasi, membandingkan prestasi
yang sesungguhnya dengan standar
prestasi, menentukan apakah terjadi
penyimpangan, dan mengukur apakah
penyimpangan itu berarti (signifikan), dan
melakukan perbaikan yang diperlukan
untuk  memastikan  bahwa  semua
sumberdaya perusahaandigunakan dengan
cara yang paling efektif dn efisienuntuk
mencapai tujuan perusahaan”.

Berdasarkan proses-proses
pengendalian tersebut di atas, penulis
berharap bahwa adanya suatu kegiatan
dengan cara membandingkan atau
mengukur apa yang sedang atau sudah
dilaksanakan dengan kriteria, norma-
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norma atau peraturan maka sudah tentu
keberhasilan dalam melakukan pekerjaan
atau kegiatan tidak terlepas dari
pengendalian sebagai salah satu unsur
yang dilaksanakan secara benar. Di
samping karena pengendalian juga
merupakan suatu proses maka dalam
pelaksanaannya  harus  berdasarkan
urusan-urusan  kegiatan mulai  dari
perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan
dan penilaian sampai dengan tindakan
korektif  apabila ~ masih  terdapat
kekurangan atau penyimpangan dari
rencana-rencana dan hasil pelaksanaan
yang telah ditentukan.

2.2 Pengertian Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah  merupakan
usaha untuk melayani kebutuhan orang
lain dengan tujuan untuk memuaskan
pelanggan. Pelayanan bukan hanya dapat
diberikan oleh instansi pemerintah saja,
melainkan juga oleh pihak swasta.
Perbedaannya, pelayanan umum yang
dijalankan oleh instansi pemerintah
bermotif sosial dan politik, sedangkan
pelayanan yang dijalankan oleh pihak
swasta bermotif ekonomi atau mencari
keuntungan.

Selain konsep pelayanan yang
telah disebutkan di atas, dikenal juga
adanya pelayanan prima, Soctopo, et al
(1999:7) menjelaskan pelayanan prima
yaitu bahwa “Pelayanan prima merupakan
terjemahan excellent service yang secara
harfiah berarti pelayanan pelayanan yang
sangat baik/pelayanan yang terbaik.
Pelayanan sebagai usaha untuk membantu
menyiapkan  (mengurus) apa yang
diperlukan orang lain, terkait dengan
kualitas yaitu kualitas pelayanan. Kata
“kualitas” memiliki banyak definisi yang

beragam mulai dari yang konvensional
hingga yang strategis.

Demikian pula yang disampaikan
menurut Wyckof dalam Lovelock ( yang
dikutip dari Purnama ,2006 : 19-20 )
memberikan pengertian kualitas layanan
secbagai tingkat kesempurnaan tersebut
untuk memenuhi keinginan konsumen,
sedangkan menurut Parasuraman, et al.
Kaulitas layanan merupakan
perbandingan antara layanan yang
dirasakan ( persepsi ) konsumen dengan
kualitas layanan yang diharapkan
konsumen. Jika kualitas layanan yang
dirasakan sama atau melebihi kualitas
layanan yang diharapkan, maka layanan
dikatakan berkualitas dan memuaskan.

Dari definisi-definisi tersebut di
atas, dapat  disimpulkan = bahwa
kualitas  pelayanan adalah tingkat
keunggulan pelayanan yang dapat
memenuhi keinginan
konsumen/pelanggan yang diberikan oleh
suatu organisasi. Kualitas pelayana diukur
dengan lima indikator pelayanan
(keandalan, daya tanggap, kepastian,
empati, dan bukti fisik).

3. METODE PENELITIAN
Berdasarkan latar belakang
masalah dan rumusan masalah yang
ada, karaketristik masalah yang diteliti
dalam penelitian ini dapat diklarifikasi
sebagai  explanatory research yaitu
penelitian yang menjelaskan hubungan
kausal dan menguji keterkaitan antara
variabel melalui pengujian hipotesis
atau penelitian penjelasan (Singarimbun
dan Effendi, 1995:256). Selain itu,
penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif,  yaitu  penelitian  yang
menitikberatkan pada pengujian hipotesis
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yang menguji pengaruh di antara
variabel yang diteliti (Sugiyono, 2001:11)

4. PEMBAHASAN
4.1 Kesimpulan Statistik

Berdasarkan hasil perhitungan uji-
t dan gambar di atas, maka dapat diketahui
bahwa nilai t hitung berada dalam daerah
penerimaan Ho, dengan demikian dapat
dinyatakan =~ bahwa  dengan  taraf
signifikansi sebesar 5% atau dengan taraf
kepercayaan 95% diperoleh kesimpulan
terdapat pengaruh yang signifikan antara
Pengendalian yang dilakukan oleh Kepala
Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan
Banjaran Kabupaten Bandung terhadap
Kuaalitas Pelayanan Kesehatan Dasar.

Hasil perhitungan Korelasi
memperlihatkan bahwa terdapat korelasi
diantara kedua variabel Pengendalian
yang dilakukan oleh Kepala Pusat
Kesehatan ~ Masyarakat ~ Kecamatan
Banjaran Kabupaten Bandung (X) dengan
variabe Kualitas Pelayanan Kesehatan
Dasar (Y) dengan diketahui bahwa t
hitung sebesar 8,1184 dengan 0=0,05 dan
df=60 maka t tabel t-tabel = -1,6612 .
Hasilnya digambarkan atau diilustrasikan
dalam gambar distribusi normal (distribusi
t) atau berbentuk kurva distribusi t, artinya
bahwa hipotesis yang menyatakan adanya
Pengaruh Pengendalian oleh Kepala Pusat
Kesehatan =~ Masyarakat ~ Kecamatan
Banjaran Kabupaten Bandung terhadap
Kualitan Pelayanan Kesehatan Dasar yang
ditentukan  oleh
(detector), penilai (assesor), dan umpan
balik (effector) dapat diterima secara
empirik atau H; diterima H, ditolak.
5. SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan

Dari  hasil pengolahan data,
analisis data dan pembahasan yang telah

dimensi  pelacak

dilakukan pada bab IV, Berdasarkan hasil
pengukuran terhadap kedua variabel
penelitian ternyata Pengendalian yang
dilakukan Pusat Kesehatan Masyarakat
Banjaran Kota Kecamatan Banjaran
Kabupaten Bandung yang diaplikasikan
melalui pelacak (detector),  pdenilai
(assesor), dan umpan balik (effector)
berpengaruh secara signifikan terhadap
Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar di
Kecamatan Banjaran Kabupaten
Bandung. Dengan demikian, Ho ditolak
dan H; diterima, atau dengan kata lain

penelitian ini dapat teruji secara empirik.

5.2.  Saran-Saran
5.2.1. Saran Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis
disarankan untuk dilakukan penelitian
lanjutan dengan pendekatan atau teori —
teori lain sebagai varibel penelitian,
sehingga hasilnya dapat lebih komprehesif
dan berguna bagi pengembangan ilmu
pengetahuan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pemerintahan
khususnya mengenai kualitas pelayanan
untuk keperluan sosial, khususnya untuk
penelitian dan kajian lanjutan penulis.
5.2.2. Saran Praktis

Pusat Kesehatan = Masyarakat
Banjaran Kota Kecamatan Banjaran
Kabupaten Bandung dapat menjalankan
tugasnya secara profesional sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi),
wewenang dan tanggung jawab masing-
masing, selanjutnya dapat memberikan
penyuluhan-penyuluhan tentang
lingkungan yang sehat kepada masyarakat
dengan pelayanan bidang kesehatan
secara paripurna dan dapat memberikan
pelayanan dengan mutu sebaik-baiknya
sesuai dengan standar yang ditetapkan
untuk meningkatkan mutu pelayanan
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kesehatan  sesuai dengan  harapan
masyarakat dan kode etik pelayanan
medik yang di ikuti dengan antusiasme
masyarakat kecamatan banjaran untuk
mewujudkan masyarakat yang schat dan
sejahtera.
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